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PENDAHULUAN
Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah

Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan

kemudahan Access To Justice bagi para pencari keadilan dalam

berperkara di MK dengan administrasi lembaga peradilan MK

yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kewenangan

dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi

sesuai kewenangannya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009
(PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan
Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan
Jarak Jauh (Video Conference)”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui

media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic Filing), dan

permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah

permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer

Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan,
adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon
untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada
Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut
masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



Kemudahan Akses Berperkara di MK
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Website Mahkamah Konstitusi

Click MK

08 Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang

07
Case Tracking dan Case Retrieval

01 Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik

Portal Informasi Pilkada 2020

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

Konsultasi dan Tanya Jawab Online



Database Calon Peserta Pemilu (Sumber DCT KPU)
Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email 

Para Pihak
Data Dashboard PHP Pilkada Online
Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara 
Persidangan Jarak Jauh
Streaming Persidangan MK
Case Tracking & Case Retrievel
Perlindungan Pusat Data Bekerjasama dengan BSSN
Click MK
Konsultasi dan Tanya Jawab Online
Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik
Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang

Teknologi Informasi & Komunikasi di MK:



Permohonan Online (E‐Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis
web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real‐time
(seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E‐
Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke
dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik

Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi, sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3)
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”
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SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem

Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara

elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak

terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan

permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik,
selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi
manajemen penerimaan permohonan perkara secara
elektronik”

SIMPEL 
(SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERMOHONAN ELEKTRONIK)



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi simple, terlebihdahulu membuat akun dengan

mengklik “Pendaftaran Login Baru” 

Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email 

untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat. 

Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat. 

Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktifasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman

login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk menlengkapi data 

akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan

baru bisa diakses

Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan kehalaman dashboard. Kemudian klik

menu PHP Kada untuk pengjuan Pe.rkara PILKADA

Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengujukan permohonan PHP Kada klik menu PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam
penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke

halaman status permohonan

Permohonan Elektronik Secara Online



Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak

TTPO dan dokumen akta‐akta dengan menekan tombol status.

Permohonan Elektronik Secara Online



Halaman detail informasi permohonan.

Permohonan Elektronik Secara Online



TTPO

Permohonan Elektronik Secara Online



Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang



Penentuan Tempat Duduk Sidang

Denah ruang sidang



WEBSITE MK

Dapat diakses di 
www.mkri.id

Dapat diakses di 
www.mkri.id



MENU WEBSITE



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



JADWAL SIDANG



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



MENU DAN PORTAL PILIHAN



Tracking Perkara

Monitoring status perkara



Memberikan
informasi seputar
Pilkada 2020

Portal Informasi Pilkada 2020

Dapat di akses di 
laman MK



CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018



CLICK MK

Download on the   and



CLICK MK 
Versi Android



CLICK MK 
Versi iOS



Pelayanan Persidangan Live Youtube

Link :: https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi



PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim
terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan
secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing
dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing‐masing
untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim
terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan
secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing
dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing‐masing
untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan 
antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu: 
a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses

persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang

akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh
(Video Conference melalui Aplikasi Zoom)



PMK 1/2020 Pasal 10

“Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara
mutatis‐mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali
ditentukan lain oleh Mahkamah.”

PMK 1/2020 Pasal 10

“Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara
mutatis‐mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali
ditentukan lain oleh Mahkamah.”

Tata tertib persidangan jarak jauh merujuk kepada Bagian Keempat (Tata Tertib Sidang)
Pasal 9 sampai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020
(PMK 1/2020)

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh
(Video Conference melalui Aplikasi Zoom)



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh
(Video Conference melalui Aplikasi Zoom)



Tahap Persiapan

01
IT membuat link zoom sesuai
jadwal persidangan dari
Kepaniteraan

IT & Juru Panggil mengirimkan link zoom 
kepada para pihak minimal satu hari
sebelum persidangan

02

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (ZoomMeeting)



Para pihak menyiapkan device 
(laptop/smartphone/tab, direkomendasikan 
menggunakan laptop) kemudian join zoom melalui
link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

Alur Persidangan Jarak Jauh Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting

Host/Co‐Host melakukan admit (approve) akun
zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan
Juru Panggil

Para pihak menunggu Host/Co‐Host 
melakukan admit (approve) di 
waiting room
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PENTING:
Peserta sidang wajib mematuhi Tata Tertib Sidang sesuai dengan Pasal 9 PMK 1/2020



Setelah di admit (approve) para pihak berada pada 
Main Room (Ruang Sidang Panel) 

Kemudian akan dilakukan test Audio dan Video
kepada seluruh para pihak, serta diperiksa
kelengakapan para pihak baik itu Format Nama,  
Pakaian, dll.



Selanjutnya didalamMain Room (Ruang Sidang
Panel) Hakim Panel melakukan absensi per 
perkara dan perkenalan dengan para pihak yang 
hadir



Para pihak dijoinkan ke Breakout Room masing‐
masing per perkara

Kemudian Hakim dijoinkan untuk melakukan 
pemeriksaan permohonan satu persatu di 
breakout room perkara



Setelah Hakim selesai melakukan pemeriksaan
permohonan satu persatu di breakout room 
perkara, para pihak beserta Hakim dijoinkan
kembali keMain Room (Ruang Sidang Panel)



Tanda Tangan Elektronik



Ebook Himpunan Peraturan Perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada
• Link: 
online.fliphtml5.com/zqllp/wcne



TERIMA KASIH


